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BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR '!!# TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SIAK,

: a. bahwa tarif retribusi penyewaan Kamar per hari pada
Asrama Haji Sultan Yahya Siak Sri Indrapura pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai
dengan indeks harga, sehingga perlu dilakukan
perubahan tarif ,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah,

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

6.

Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

7.

Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 921
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533),

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),

9.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PM. 53/HM. 001/MPEK/ 2013 tentang Standar
Usaha Hotel,



11. Peratuan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 5),

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l.

2.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prisip Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.4

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

6.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.7.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara
lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian
kendaraan-kendaraan, alat-alat berat dan alat-alat laboratorium serta alat-
alat lain milik daerah.

9.



10.Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Batang Hari seperti tanah, bangunan, gedung, peralatan
penunjang, kendaraan dan kendaraan alat alat berat milik Daerah.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
BESARNYA TARIF

Pasal 2

Ketentuan tarif retribusi Penyewaan Kamar/Asrama haji pada Dinas
Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ,22 Januari 2019

4BUPATI SIAK,

——
-SYAMSUAR C PM A

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.W2. HAMZAH
Pembii Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 1

4
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